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PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPUI,AUAN ARU,

bahwa dalam rang!<a menerapkan tugas dan fungsi Dinas

Kesehatan, dipandang perlu menjabarkan T\rgas dan

Fungsi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Penjabaran T\rgas dan Fungsi Dinas

Kesehatan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia;

Undang-Undaog Nomor 40 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Seram bagran Timur, Kabupaten

Seram Bagran Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di
Provinsi Maluku (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara\
Republik Indonesia a35O);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2A1.1- Nomor 82,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

523a\
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
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PENJABARAIiI TUGAS DAN FUNGSI

Bagan Kesahr

DINAS

Pasal 2

(1) Dinas Kesehatan mempunyai hrgas membantu Bupati melaksanakan

Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan

Daerah dan T\rgas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;

(2) Dalam melaksanakan hrgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebiiakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan

dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat
kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta

sumber daya kesehatan;

b. pelaksanaan kebiiakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan

dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat
kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga tpI(RT) serta

sumber daya kesehatan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat,

pencegahan darr pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan,

kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga

PKRQ serta sumber daya kesehatan;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan linglflrp hrgasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

bidang kesehatan.

Bagan Kedua

KEI.OMPOK PENDUKUNG

Pasal 3

(l) Kelompok Pendukrng tugas melaksanarmn koordinasi,
pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur
orgarrisasi di linglgungan Dinas Kesehatan;

(2) Dalam melaksanakan hrgas sebagaimana dimaksud pada ayat (U,

Kelompok Pendukung menyelenggaxakan fungsi:

a- perumusan kebiiakan operasional ttrgas administrasi di
lingtxmgan Dinas Kesehatan;



hordinasi pelaksanaan hryas dan pemberian a*ungan administrasi

kepda selunth unsur organisasi di linglamgan Dinas Kesehatan;

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di

lingkungan Dinas Kesehatan; dan

pengelolaan aset yang meqiadi tangungiawab Dinas Kesehatan.

Pasal 4

(1) Sub kelompok Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai

tugas penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan

informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi

tanggungiawab Dinas Kesehatan.

(2) Sub kelompok Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas

dan koordinasi penyelengaraan urusan keuangan dan

pengelolaan aset yang menjadi tanggungiawab Dinas Kesehatan.

(3) Sub kelompok Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas

penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan

dukungan administrasi umurn yang menjadi tangungiawab Dinas

Kesehatan.

Bagan 1(sfiga

KEI,OMPOK KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 5

(1) Kelompok Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebliakan otrrerasional di bidang kesehatan

keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdaya€rn masyarakat,

kesehatan linglrungan, kesehatan kerja dan olahraga;

(2) Dalam melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok

kesehatan masyarakat mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan

keluarga, gri masyarakat, promosi kesehatan, pemhrdayaan

masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;

b. penyiapan pelaksanaan kebiiakan operasional di bidang kesehatan

keluarga, drf masyaraka! promosi kesehatan, pemhrdayaan

masyarakat, kesehatan lingk-rngan, kesehatan kcrja dan olahraga;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supendsi di bidang kesehatan

keluarga" g?i masyarakat promosi kesehatan, pemhrdayaan

c.

d.
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EaErarakat, kesehatan , kesehatan kerja dan olahraga;

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi

masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan

lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan

pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

(1) Sub kelompok Kesehatan Keluarga dan Gizi Massyarakat mempunyai tugas
' melaksanakan penrmusan dan pelaksanaan kebi$akan operasional,

bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan

di bidang kesehatan dan gri masyarakat.

{2) Sub kelompok Pnomosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai hrgas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebirjakan operasional,

bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan

di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat.

(3) Sub kelompok Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

tugas meliaksanakan penrmusan dan pelaksanaan kebliakan

operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi

dan pelaporan di bidang kesehatan lingfungan, kesehatan kerja dan

olahraga.

Bagan Keempat

KEIOMFOK PENCEGAHAN DAN PENGENDALI.AN PEI{TAKIT

Pasal 7

(1) Kelompok Pencegahan Dan Pengendalian Fenyakit mempunyai tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebliakan operasional di
bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit

menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan

kesehatan jiwa;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

kelompok pencegahan dan pengendalian penyakit memprlrryai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebliakan al di bidang surveilans dan

imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan
jiwa;

e.



pcilyi{qlan pelakanaan kebdakan oecrasimal di bidang sunrcilans dan

imunisasi, penccgahan dan pengendalian penyakit menular,

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan

jiwa;

penylapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan

imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menuliar,

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan

jiwa;

pemantauan, waluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan

imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan

jiwa; dan

pelaksanaan trrgas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

(1) Sub kelompok Sunreilans Dan Imurrisasi mempunyai trrgas menyiapkan

perumusan dan pelalcsanaan kebijakan operasional, bimbingan telmis dan

supervisi serta, pemarrtauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sunreilans

dan imunisasi.

(2) Sub kelompok Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan keb{iakan

operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta, pemantauan, evaluasi

dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

(3) Sub kelompok Pencegahan dan Fengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa mempunyai tugas penrmusan dan

pelaksanaan kebi$akan operasional, bimbingan teknis dan supewisi serta,

pemarrtauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Bagian Kelima

KEI,OMPOK PEI,AYANAN KF-SEHATAN

Pasal 9

(1) Kelompok Pelayanan Kesehatan mempunyai hrgas menyiapkan

perumusan dan pelaksanaan keb[iakan operasional, bimbingan teknis dan

serta, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan

kesehatan;

b.

d.

e.



(2) Dalam reIaksanakan trrgas sebagaimana rlirnaksnrd pada ayat (U,

kelompok pelayanan kesehatan mempunyai fungsi:

a. penyiapan penrmusan kebiiakan operasional di bidang pelayanan

kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk

pening!<atan muhrnya, serta pelayanan kesehatan tradisional;

b. penyiapan pelaksanaan kebiiakan operasional di bidang pelayanan

kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk

mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan

kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rqiukan termasuk

muhrnya, serta pelayanan kesehatan tradisional;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan

primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan

mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional; dan

e. pelaksanaan hrgas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 1O

(1) Sub kelompok Fela5ranan Kesehatan Primer mempunyai tugas menyiapkan
perumusan dan pelaksanaan kebliakan operasional, bimbingan teknis dan

supenrisi, pemantatran, evaluasi dan pelaporan serta peninglratan mutu
fasyankes di bidang pelayanan kesehatan primer;

(2) sub kelompok Felayanan Kesehatan Rujukan mempunyai turgas

menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebiiakan operasional,

teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan plaporan serta
peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan rujukan;

(3) Sub kelompok Pelayanan Kesehatan Tradisional mempurryai tugas

menyiapkan pemmusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,

bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang pelayanan kesehatan tradisional.

Bagan Keenam

KEI,OMPOK SUMBER DAYA KESEHATAN

Pasal 11

Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan

pelaksanaan kebijakan operasional di bidang

kesehatan dan PKRF serta sumber daya mantrsia

(1) Kelompok . Sumber

perumusan dan

kefarmasian, alat

kesehatan;



(2) Datam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

kelompok sumber daya kesehatan mempunyai fungsi:

a. penylapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian,

alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta

sumber daya manusia kesehatan;

b. penyrapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian,

alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian,

alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat

kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Sub kelompok Kefarmasian mempunyai tugas menlapkan perumus€a

dan pelaksanaan kebi$atcan operasional, bimbingan teknis dan supenrisi,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian.

(2) Sub kelompok Alat Kesehatan dan PKRT mempunyai hrgas menyiapkan

perumusan dan pelaksanaan kebiiakan operasional, bimbingan teknis dan

supervisi, pemarrtauan, evaluasi dan pelaporan di bidang alat kesehatan

dan PKRf.

(3) Sub kelompok Sumber Daya Manusia Kesehatan rnempunyai menyiapkan

perumusan dan pelaksanaan kebiiakan operasional, bimbingan teknis dan

strpervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya

manusia kesehatan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan

Am.



Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 28 Desember 2OLT
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UAN ARU,
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Diundangftan di Dobo

pada tanggal23 Desember 2OLT

IGBUPATEN KEPUI,AUAN ARU,

BERITA DAERAH KABI,'PATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2OL7 NOMOR..63
Salinan Sesuai dengan Aslinya
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NO\ry EDWIT{U- SOUSSA


